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MODAL ALAT KEDOKTERAN LAINNYA (DAK)
SURAT PESANAN (SP) |: Savina 300 Veatilator Advance

ID PAKET : AK1.P2503-
11612383 OMOR SP :

/PPK.DAK/SP/RSUD/ALKES/1Il/2025
ANGGAL : 17 MARET 2025

Yang berinnda mngan & bawah i

Nama  : Dr. dr. Herlambang, Sp.OG, KPM
Jabatan  : Dirckiur
Alamat : JL. Letjend Socprapto No. 31 Telanaipura-Jambi&k - Kota Jambi — Jambi

selamyutnya discbut schagu Pejabal Penandatangan/Pengesahan anda Bukti Perjanjian;

Nama  : Steven Lee

Jobatan  : Dircktur Utarma PT. Surya Bali Makmur

Alamat  : JI. Diponegoro No.135-137 Blok B No.24 Denpasar - Bali
sclanjutnya discbut schagai Penyedia;
untuk mengirimkin barng dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sehagai berikut ;
Rincian Barang :

Daftar Produk FPAKET AKI-P2503- 11612383

Nama Mata Tangg
Kuantitas Harga 5atuan  Harga Kirim Pengiriman  Total Harga
Produk Uang
Produk
481 5000169-
AKI-
002064282 on @ Rp 10 Juni Rp
454.300.000,00 34.500.000,00 2025 943.100.000,00

Saving 304
Ventilator
Advance

TERBILANG : Sembilan Ratus Empat Pulub Tiga Juta Seratus Ribu Rupish
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SYARAT DAN KETENTUAN -

1. Hak dan Kewa|iban
a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang
sesual dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini,
2. Penyedia memiliki kewajiban:

2
h.

tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Katalog Elektronik;

. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari

harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada
periode penjualan, jumiah, dan tempat serta spesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama;
mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam 5P ini selambat-
lambatnya pada tanggal (10 Juni 2025) sejak SP ini diterima
oleh Penyedia;
bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan,
menggant barang setelah Pejabat Penandatangan,/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan
menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada 5P ini.
memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
memberikan garansi full 1 tahun dan labour only 1 tahun
membertkan lnanan pumajual sesual dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKT! PERUANIIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjanjian memiliki

hak:
d.

b.

.

menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP inl.

mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;

mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
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1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

1. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan {apabila ada);
e memberikan garansi full 1 tahun dan labour only 1 tahun
f. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.
4. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki
kewajiban:
a. melakukan pembayaran sesual dengan total harga yang
tercantum di dalam SP ini; dan
b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
t. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh
penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dun melaksanakan kryunan sesuai spesifikasi dalam SP
ini selambat-lambatnya pada tanggal (10 Juni 2025) scjak SP ini diterima oleh
Penyedia.

3. Alamatl Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamal sehagai berikut:
JI. Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura-Jambi - Kota Jambi - Jambi

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima dalam jangka wakt pelaksanaan sclama 120 (seratus dua puluh)
hari kalender , terhitung sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15
Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP
menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan
ketentuan di dalam 5P ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
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1. barang rusak akibat cacat produksi;

1. m“mﬂkpﬁiﬂmmmmmﬁunm
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada 5P ini.

Muka Pejabmt Penandmtengan/Pengesshan Tanda Bukti Perjanjian  dapat
menolak  penerimasn  barang dan menyampaikan pemberitshuan tertulis
kepada Penvedia atas cacat muty atau kerusakan barang tersebut.

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta
Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang
yang diterima.

d. Pejabat Perandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat
mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacal mulu
atau kerusakan.

e, Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja,

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanfian membayar
kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum
pada 5P ind.

1. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan {apabila ada) dan biaya
layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesual dengan rinclan yang tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga.

7. Perpajalan

Penvedia berkewajiban untuk membavar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

B. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat
pergantian nama Penyedia, baik sebagali akibat peleburan (merger),
konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
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1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang
bersifat standar dilakulan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang
(distribusi barang) dari Penyedia kepada
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

4. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk
barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan
konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain
sebagainya.

9, Perubahan 5P
a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujul oleh para pihak dalam hal
terjadl perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan

Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti
rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang
dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan
atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perfanjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak
cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAK! lainnya yang dilakukan atau
diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukll Perjanjian, Barang Udak
mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
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b. Jaminan bebas cacat mutu ini berfaku sampal dengan 12" (dua belas) bulan
setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam 5P
ini.

¢. Pefabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti  Perjanjian  akan
menyampalkan pemberitabuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah
ditermukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacal muty oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban
untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. lika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya
perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjan akan melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan
atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya
tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan,

2. pembayaran dilakukan dengan pembayaran sekaligus, atau transfer
melalul rekening Bank Mandiri KCP Denpasar Udayana , No.
Rekenlng : 145.00.8855616.8 , Atas Nama : PT. Surya Ball Makmur

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja
setelah PPE manilal bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah,

14. Sanksi
i. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatrya{30) hari kerja;
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepalatan dalam
transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang
dapat diterima; dan/atau
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3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih
mahal dari harga Barang/lasa yang dijual selain melalul e-Purchasing
pada periode penjualan, jumiah, dan tempat serta spesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

Z. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

3. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing;
atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
¢ Tata Cara Pengenaan Sanksl

Pejabat  Penandatangsn/Pengesshan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
schagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sehagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
3. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar,
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
melakulan pemutusan SP apabiia:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak
masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan
pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan  pekerjaan
sampal dengan 50 (§ma puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/lasa
tidak dapat menyelesalkan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan,

e. Penyedia terbukti melskukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang; dan/atau
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f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
danfatau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

1. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatrya-  (30) hari  kerja  setelah  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada
Penyedia.

¢. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal
sebagai berikut:

3. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum
SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisthan:
atau

€. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP
atau Adendum 59

2. Pemutusan 5P sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka wakiu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sehesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga
schagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
2. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak
dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 {empat
belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh
pihakfinstansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya
Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi,

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,
yvang dituangkan dalam perubahan 5P

Penyelesalan Perselisihan

Pejabat  Penandatangan/Pengesshan  Tanda Bukti  Perjanjian  dan  penyedia
berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menvelesaikan secara damai semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya
sclama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah maka persclisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi,
konsiliasi atou pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa utdak satu pun personil satuan kerja Pejabat
PenandatanganPengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak ssh lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat
i merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP i,

Masa Berlaku 5P

SP ini berlaku scjak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjnan.

1. Mulal tanggal 17 Maret 2025 sampal dengan tanggal 25 Juli 2025

Demukian SP i dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum vang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Jambi Untuk dan atas nama
Pejabat PenandatanganPengesahan Penyedia/Kemitraan (KSO)
Tanda Bukti Perjanjian PT.SURYA BALI MAKMUR

Dr. dr. Herlambang, Sp.0G, KPM STEVEN LEE
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PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAR SARIT |
[DAK) Dakewe Cryostat Microtome

SURAT PESANAN
(SP) NOMOR  : 04/PPK.DAK/SP/RSUD/ALKES/IV /2025
TANGGAL : 21 APRIL 2025

Yang bhertanda tangan di bawah ini

I3 e Herlambang, SpOG, KFM
Chirckiur

J1. Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura-Jambnd - Kota Jambi - Jambi

selanjutnya disebut schagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjangian;

PT. Indaolab Ltsma

Rukan Mutiara Taman Palem Blok E3 No. 9 Rt. 010 Rw. 010, Kel. Cenghareng Timur, Kee.
Cenpkareng

sclangutryn diechut sebagm Penyedia

untuk mengirimkan harang dengan memperhatikin ketentuan-ketentuan schugai bertkut -

Rincian Barung N

e ruy e |

£



Daftar Praduk FPAKET FES-PI304-1 1 T3EV S

Tanggal
Wama Produk  Nuantitas oo Harga Satuan g Pengiriman Total Harga
Uang Kirlm
4K 5000 87-FKS-
25022079 Ap Rp
- Rp 0,00 1 Oktober
1w PR sooon00 P 235 528000 000,00

DAREWE Cryostal
Mireinme

TERRILANG : Tiga Ratus Dus Puluh Delapan Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedio
1. Ponyeds memiliti hak menenma pemibayaran atis pembelan barmg sesus
dengsn total harga dan waktu yang tercantum di dalam 5P ini,
7. Penyedia memilibl kewapban:

a tidak membual danfetoy meryampaikan dokumen  danfatau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog
Elekironi,

b fidak menjual barang melalul e-Purchasing lebih mahal darl hargs
barang yang dipusl selain melalul e-Purchasng pada penode penjualan,
jurntah, dun termpat wria spesifikasi teknis dan persyaratan yang Ema

e mengirimian barang sesual spesifikasi dalam 5P ini selambat-lambatiya
pada 1 Oktober 2025 sejak SP w ditenima okeh Pemvyedia,

4. bertanggunglawals atas keamanan, kuslitas. dan kuantitas barang yang
dipesan;

e menggant barang setelan Pejabat Penandatangan /Pengesahan Tanda
Buktl Perjanjian melalul Pejabat/Panitia Penerima Hasll Pekerjaan
(PPHE) melakuban pemeriksaan barang dan rimmeukan Bahwa

1. barang rusak akibat cacat produksd;

1. barang fusak pada sast pengiriman bararg hingga barang
ditarima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buitl
Parjanjian; danstau

e ————

uv.s




1. barang yang diterima tdak sesual dengan spesifikay barang
sehagaimana tercantum pada 5P ini
f. memberikan layanan tambahan yang diperjonjikan seperti srtalaws,
testing, dan pelatihan (apabila adaj;
g memberioan garans ful 2 jdua) s
b memberikan leyanan  porrajeal sesimi dengan  betentuan  garansi
masing-masing barang.
b PELABAT PEMNANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKT] PERIANNAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjanfian memillk hakc
3. menerima barang darl Penyedia wesual dengan sposifikasi yang
tercantum di datam 3F ini.
b mendapathen jeminen keamanan, kualites, dan kuanbitas barang vang
dipeian;
e mendapatian penggantan barang, dalam hal;
1. barang rusak akibat cacat produksi;
I barang russk pada saat pangiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt)
Perjanjian, dan/atay
1 barang yang diterima thdak sesual dengan spesfiihas barang
sebagaimany tercantum pads 5P inl.
d. Mendapatkan Lyanan tambahan yang diperjanjikan sepertl imtalas,
testing, dan pelatihan (apakila ada);
e. meamberikan garann full 7 (dua) tahun
{  Mendapathan layenan pumajual sewun dengan ketentuan garansi
maLing-masing harang
2. Pejabat Penanditangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memidik kewajiban:
2 melakukan pernbayaran sesual dengan tolal harga yang tercantum di
dalam 50 inl; don
b memenica kualitas dan kuantitas barang;
¢ memastihan layanan tambahan telah digksanakan oleh penyedia
sepert instalasi, testing. dan pelatihan (apabila ada).

1. 'Wakiu Penglriman Barong

Penvedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan scwuil i{!ilﬁhtuldﬂ[ﬂn 8P i
;r.-lmm-hmtf:myn pada 1 Oktober 2028 seak 5§ ini diterima oleh Penyedia

5 Alamat Pengiriman Barang
Penvedia menginmikan barang ke alamal sehagat berihut;

11, Letjend Soeprupte No. 31 Telanuipura-Jambi - Kota Jambi - Jamin



Jangka waktu peisksanaan weiama 200 [Dua Ratus) han kalender, terhitung seiak : 21 April 2075
fd T Rovember 2025

i  Penerimaan, Pomes eaan, dan Reiun Bararg

6.

Harga
L.

2.

3

Pejabat Perandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima
barang dan melaiukan pemeriaaan barang berdasaran ketentuan 9 delam 5P inl
Dalam hal pada san! pemerfciaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bykti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rutak skibat cacat produlket
1 barang russk pada sast pengisiman barang hingga barang diderima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atay
3. barang yang desnma tidak sesual dengan spesificssi barang sebagaimana
tercantuem pada SF ini

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahon Tanda Bukti Penanpan dapat menolak
pencrimaan barang dan menvamparkan pemberitabuan teruls kepads Penyedia
atws cacal muty stau kerusakan harang lersebut

Peiabat Penandatangan/Pengesahian Tanda Bukts Perjanjian dapat meminta Tim Teknis
untuk melakukan pemeniisaan atau ujl muty terhadap barang yang diterima,

Peighat Penandatangan/Pengesshan Tanda Bukti Perjanian dapat memenntahkan
Peryedin untuk menemukan dan mengunghkaphan cacat MUty Lerta relakulian
pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tandn
Baskts Perjanjian mengandung cacal matu atdu kerusakan.

Poryedia bertanggungiawah atas cacst mutu stau herysakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatrya (30] hati kerja,

Peabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian  membaysr kepada
Panyedia atas Hnmnunﬂzﬂmﬂﬂrw yang tercantum pada SP ini :
Harga 5P telsh memperhitunghan keartungan. pasak, huﬂ_mﬂlﬂ-d. bilaya pergeriman,
hiaya asurane, biaya layanan tambahan |apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
Rincian MATES P sesusi dengan rinclan yang tercanturmn dalam daftar kuantitas dan

harga.

7. Perpajakan

v . .. dan pumgutan biio
Pen berkewsjiban untuk membayar scmi pajak, bea, retribusi
pnm yang dibchankun oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Senus
pengeluatan perpajakan ini dianggap selnh termasuk dalam harga SFP.

Parad Para.

o



B Pengalihan dan/atau wbkontrak
2. Pengalihan seluruh Kontrak hanva diperbolehkan dalam nal terdapat pefgantian nama
Peryedia, balk sebagai aklbat peleburan [merger), konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pergalihan sebagian pelaisanaan Kontrak dilskuban dengan ketentuan sebagal beriut:
1. Pengaliban sebagian pelaksanasan Kontrak untuk barangfjasa yang bersifat
standar dilakukan untuk pekerjaan sepertl pengitiman barang [distribus barang)
dan Penyedia kepads Eemenieran/lembagaSatuan  Kerja  Peranghat
Daerahy/Institus(; dan
2. Pongalihon sebagian pelsksanaan Kontrak dapat dilakukan untul barangfjass
yang berstat dak standar misainya untuk pekerjaan konstrukss [minor,
pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainva.

4. Perubahan 5P

3. 5P hanya dapat dhubah melalul adenduen 5P,

b Perubashan 5P dapot dilokukan apabila disetujul cleh para pihak dalam hal teradi
perubahan  jadwal  penginman  barang  atas  permintaan  Pejabat
Penandatangan/Tengacahan Tanda Bukti Perfanjian atau permaohonan Penyeda yang
deippakati oleb Peiabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukh Peranjian.

10, Peristiwa Kompensas
a Pormtowa Kompensasi dapat dlberikan kepada peryedia dalam  hal Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjlan terlambat melakukan pembayaran
a4l pekerjapn kepada Penyedia

B m Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjaniian dikenalan gant! rug) =tas
fgterizmbatan pembayaran sebesar .

Hak Atas Kekayaan Intelektual
W s Fenvedia perkewaliban untuk memastiken bahws barang yang dilormican/dpasok tdak

melanggar Hak Atas Kowayaan intelektual [HAKI} pihak manapun dei dalam itk
Bpapun

mmuﬂ.mmwmm.mmmmm,mm
yang dikenalan tarhadap Fejabat Penandatangan/Pergesanan Tanda Buihi Perjanjian
sehubungan dengan klaim 3t pelanggaran MAKI, tormasuk pelanggasan Mlduml,
merek dagang. hak paten, dan bentuk MAKI lainnyd yang dilakukan atay daduga

dilakuban oleh Penyedia.



12 laminan Bebas Cacat Mutu/Garansl

i

Peryedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (pha ada) berkewajiban
urbuk  menjamin  bahwa selama  penggunaan  secara  waydr  oleh  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Buiti Perjanian, Barang tdak mengandung cacat
miitii yang dinebablan oleh tindaican atan belalalan Penyedia, 2tau cacst maity aibat
desain, bahan, dan cara kevja.

Jaminan bebas eacat muty ini bertaku sampal dengan 12 (dua belis) bulan setelsh serah
terima Barang atau jangis waktu in vang ditetaphan datam 5P ini

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjanpan akan mmyampakan
pembertabuan cacat mutu kepada Penyedia segora tetelan ditemukan cacat mitu
tersebut selama Masa Layanan Purmajual

Terhadap pemberitshuan cacat muty oleh Pejabal Penandatangan/Pengesaban Tanda
Bukti Peranjian, Peryedia berkewajiban untuk memperbai atau mengganti Barang
dalam jangha waktu yang ditetapkan dalam pemberitabuan terebut.

Jka Penyedia tidak memperbakl atau mengganti Barang skibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pesabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt|
Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperukan dan Pejrbal
venandstangan/Pengesahan Tands Buky Perjanjlan secara lingsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjan
akan melakukan perbaikan tersebut Penyedia berewajiban untuk membayar Bava
perbaikan ateu pengrantian terscbut sesuai dengan kkasm yang diajulan weara tortuls
cleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian. Blaya tersebut dapat
dipatong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Hukti Perjanjian dari nila
tagihan Poryedsa.

13, Pembayaran

14 Sankii
&

pembayaran prestasl hasll pekerisan yang dsspakati ditnkukan olech Pejabat
Penandatangan/Pengesanan Tanda Bukil Perjanilan, dengan ketentuan:
1 penyedia telah mengajukan taghan.
i unﬁmndlﬂnﬂmmnmm' ;E:L'Hm“
pbsayaran harus dipotong d& apa '
H‘-"ﬂtn:.m terakhir hanya ditakukan setetah pekerjaan selesal  JOUS [ueratus
perseratis) dan bulti penyerahan peherjain diterbitkan,

melakukan  proset
Bejahat Penandatongan/Pengesahan Tanda Buk Parjanilan
ptmh:twﬁm atas pembelian barang selpmbat-iImpatnya [0 har kerE patelnh PO

meenilal bahwn dokumen pembayaran lengkap dan sah.

wdmm apabila: .

- 1 mnwmnwmmm-mmmmm M| erja; .

I- Tidak dapat memenubl pesanan sesunl dengan kesepakatan dalam Ir I

| mue-wwmwm-mw:amnmmﬂmu ma;
danfatau

Pl P



1 menjual barang melalul proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal darl
harga Barangflasa yang dijual selain melali e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serts speelikasl teknis dan periaratan yang
sma

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sabagaimana dimaksud dalam huru! 3 dikenakan
sanksl pdmdnistratif bercps:
1. peringatan tertuls;
4. denda; dan
1 pelaporan kepada LKPP untuk didakukan:
4 penghentian sementars dalam sistem transaksi e-Purchasing, atau
b penurunan pencantuman dar Katalog Eektronsk (e-Catalogue)
£ Tats Cara Pengennan Saikl

Pejabat  Penandatangan/Pengesaban  Tasnda  Buku  Peganjun  mengenakan  sanksi
schagmimana dimsksod dalem buruf o don horef b berdasarkan ketentuan mengenal
sankst sehagabmana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Parchasing.

15 Menghentian don Permtasan 5P

5. Penghentian 5P dapat dilskukan karena pekerjaan sudah selesal atau terjadi Keadaan
Kahar,
b. Pemutusan 59 oleh Pejabat Panandatangan/Pengesahan Tands Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila

& kebutuhan barang/iase tidak dapat ditunda melebih batas berakhirrya
<

b, berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tands
Bukti Perjanjian, Fenyedia ndak akan  mampu manyelesaikan
keseluruhan pekenaan walsupun diberikan kesempatan samps brgan
50 {lima puluh] hari kalender sefak mas berakhitnys pelahasnaan

griaan urtuk menyelesaikan pelerjaan;

c. mrﬁﬂ kesEmpatan menyslesakan pekeriaan samps| dengan
50 (lima pulah] har kabender wjab masa berakhirmya pﬂah-lnun
pokerjaan, Peryedia WWMHH“MHW“ pl'lml‘;hl'l.l

& Peryedis lalal/cidera janyi dslam rrietakna nakan Im-whwmw dan 1|-:_u
memperbaiki kelalaannya dalam jangka waktu yang telah ditetapian;

g. Penyedia terbukt melokukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan
ﬂmmﬂmnunvﬂdmmnd-hmmm
berswenang, dan/atau

f. pengadunn tentang penyimpangan proseduf, dugaan KXN donfetau
pelanggaran  perasingan sohat dalam pelaksanzan  pengadaan
diryatakan henar oleh instansi yang berwenang. .

i wﬂwmdmmmmllﬁwm
lmbatoya (30} hart kerja wetelah Pejabat P!n-dumnmﬁ; T
Bukt! Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rentana pemutusan

tertulis kepado Pemyodma.




t  Pemiutusan 5P oleh Penyedia

1 Penyedia dapat medskukan pemutusan Kontrak jka terjadl habhal sebagai
berikut;

4. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapal melsksanakan
pekeriaan sesuai ketentuan 5P dtau adendum 59,

b Foabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjanjian gagal
et kepulutan akkic penyslesiman perselisihan; atau

£ Pejabal Penandatangan/Pengesaban Tondas Bukti Perjanjian fidak

memenuhi kewaiiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum
5P

F Fumuﬁr-u SF sebagaimama dimalsud pada angka 1) dibkukan selambat-
larbsatrmsa (30) ketja setelah Pengedis memyampaikan pemberitalbusn rencina

pemutusan 5P secars tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tandia Buikti Perjanjian.

16, Denda Keterlambatan Pelakianaan Pekerpan

Penyedia yang terlambal menyelesaikan pekerjaan dulam jangks wakiu sebaguimana
ditetapkan dolam SP i karena kesalohan Penyedia, dikenakan dends keterlambatun
sebesar 1/1000 (sstu persenbu) dari ioftal harga stsu dan schagian total harga
sehagmmana tercantum dalum SF im untuk sciiap har keterlambatan.

17 Keadaan Cahar
& Keadaan Kahar mhhmmmnmuﬂdhrhhndﬁmﬁnﬂmm
dapat dipetkeakan sebsiumaya, sehingga kewajban yang ditentukan dalam SP man)sdl

| WWMWIWTM Bukt| Perjanjian
secara tertulis dalam waktu selambat-lambatrya 14 (empat nlurur han lalender sejak
toriadings Keadaan Kahar yang dikeluackan obth pihak/instansi yang berwenang sesual

EtEntuan peraturan perundang undangan
£ Tﬂmem:mehwmmmmm

rwsatan alou kelalalan para pihak
d zmumh:l.ll'r peiaksanaan pekenaan yang diakibatian oleh terjadiny Kpadaan Lahar

tidak dikenakan sanksl :
p. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan Eecepakatan, yang

dituangkan dalam perubahan 5P,

18, Penyehesaian Perselisinan




Pejabat PenandatanganPengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sunggub-sungguh menyelesaikon secars damai semua perselisithan vang
nmbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan Jika perselisihan tidak dapar diselesaikan secarn musyvawarnh
maka perselisihan akan diselexiikan melalyl arbitrase, mediasi, bonsitinsi atwe pengadilan
negen dalam wilaysh hukum Republik Indonesia.

Larangan Pemberian Eomis

Penyedia menyarmin babwa  tdok  same  pun  persomi]l  satuan kema  Pejaba
Penandatongan/Pengesahon Tunds Bukis Perjanjian telah stiu skan menerima kKomisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) stay keyntungan tidak sah lainnva baik langsung
maupun Hdak langsung dan 5P m. Penvedia menyetujul bahwa pelanggaran syaral imd
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap 5P ini,

Masa Beriaky 5P

SP ini berhiko sejuk tangeal SP oind ditedatangani oleh para pihak sampai dengan
selesinya pelakcmaan pexeryuon (21 Aprl 2025 &'d 7 November 2025)



Demikian SP ini dibust dan ditandatangan) dadam 2 (dun) mnghkap bermaleral dan masimg-
muzsing memiliki kelouatan hukum yang sama

Untuk dan atas nama Penyvedia/Kemitraan
(KS(1)

Liriask dati sitss mama Provins: lamibi
PT. Indalah Uiama

Peyahar Penandatangun Pengesahan

Tandn Beku Perjunion
ﬂ "y ':‘?'. !:: " l.lr:::-l-:"jj"
j KT
Dy, dr. Herlambang, Sp.OG, KPM PT. Indolsb Lltama
Direkiug Rukan Mutiara Toman Palem Hlok E3 No., 0 R,
010 Rw, 010, Kel. Cengkareng Timur, Kec
Cenghkareng

oghusus halaman yang ada tanda tangan 4sil, tidak mernerlukan Paraf Para Plhak

[ By e P

A




PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER

JI Let. Jend Soeprapto No. 31 Telanapura - Jambi 36122
Teip. (0741) 61692, 61654, 63384, 62364Fax (0741) BOO14

SURAT PESANAN

PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT (DAK)

EPI) Elite Diagnostic Ultrasound System Gl Premium (1 UNIT)
SURAT PESANAN

(5P) NOMOR  : 01/PPK.DAK/SP/RSUD/ALKES/11/2025
TANGGAL : 17 MARET 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. dr. Herlambang, Sp.0G, KPM

Direktur

1. Letjend Soeprapto No, 31 Telanaipura-Jambif - Kota Jambi - Jambi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Eviin Tarta
Direktur

18 Office Park, L1.3 Unit 8, JI. TB Simatupang No.18, Kebagusan, Ps.Minggu, Kota Jakarta Selatan
12520

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

AT




Rincian Barang

Daftar Produk PAKET AK1-P2503-11612364

= . ;
| Tanggal

MNama Kuantita a ’

ik | 5 e Harga Satuan  Harga Kirim  Pengirima  Total Harga
| | g ) n Produk |

(- |

4812102004 |
-AK1-
002007842 Ap gnp - Rp
EPIQ Elite Il.u IDR  2.591.540.000,0 15.000.000,0 2025 2.606.540.000,0
Diagnostic 9 0 =
Ultrasound
System Gl
Premium

TERBILANG : Dua Milyar Enam Ratus Enam Juta Uma Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang
sesual dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam 5P inl.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Katalog Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari
harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada
periode penjualan, jumiah, dan tempat serta spesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama;

c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada 16 Juni 2025 sejak SP ini diterima cleh

Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui

PHLE



PEMERINTAH PROVINSI JAMEI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER

.
Ji. Let. Jand Soeprapio No. 31 Telanaipura - Jambi 36122
:c-i ﬁ:: Telp. (0741) 81692, 61654 53354 62384Fax (0741) B0014

SURAT PESANAN

PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT [DAK)
EPIQ Elite Diagnostic Ultrasound System Gl Premium (1 UNIT)

SURAT PESANAN
(5P) NOMOR  : 01/PPK.DAK/SP/RSUD/ALKES/I/2025
TANGGAL : 17 MARET 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. dr. Herlambang, Sp.0G, KPM

Direktur

I, Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura-Jambilk - Kota Jambi - Jambi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Evlin Taria

Direktur

18 Office Park, L1.3 Unit B, JI. TB Simatupang No.1B, Kebagusan, Ps.Minggu, Kota Jakarta Selatan
12520

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagal berikut
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h.

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan
pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/fatau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada 5P ini.

memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan [apabila ada);
memberikan alat penunjang berupa Probe L 15 - 7 io; probe C
5-1; probe L 12-3; probe el 18-4 (elasto)
memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki

hak:
d.

b.

e,

f.

menerima barang dari Penyedia sesual dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam 5P ini.
mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;
mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada 5P ini.

Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan sepert
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
mendapatkan alat penunjang berupa Probe L 15 - 7 lo; probe C
5-1; probe L 12-3; probe el 18-4 (elasto)
Mendapatkan layanan purnajual sesual dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki
kewa|iban:

=S

melakukan pembayaran sesual dengan total harga yang
tercantum di dalam 5P ini; dan

memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh
penyedia sepertl instalasl, testing, dan pelatihan (apabila ada).



2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesua spesifikasi dalam SP
ini selambat-lambatnya pada 16 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
JL Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipdra-Jlambi - Kota Jambi = Jambi

4. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) han kalender, terhitung
sejak : 17 Maret 2025 s/d 15 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

e,

6. Harga

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalul PPHP
menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan
ketentuan di dalam 5P ini,

Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada 5P ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulls
kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjanjian dapat meminta
Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang
yang diterima.

Pejabat  Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
memaerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat
mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu
atau kerusakan.

Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar
kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum
pada SP ini.

R



2. Harga 5P telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
penginman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya
layanan purna jual.

3. Rincian harga 5P sesual dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan Ini dianggap telah termasuk dalam harga 5°.

B. Pengalihan dan/atau subkontrak
a, Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolebkan dalam hal terdapat
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan [merger),
konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketenluan
sebagai berikut:
1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barangfjasa yang
bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang
(distribusi barang) dari Penyedia kepada
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Peranghkat Daerah/institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk
barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan
konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain
sebagainya.

9. Perubahan 5P

a. 5P hanya dapat diubah melalu adendum 5P.

b. Perubahan 5P dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal
terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjlan atau permohonan
Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti
rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
3. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang
dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual [HAKI)
pihak manapun dan dalam bentuk apapun,
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b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pajabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan
atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak
cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau
diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garans

4, Penyedia dengan jaminan pabrikan darl produsen pabrikan (jfika ada)
berkewajlban untuk menjamin babwa selama penggunaan secara wajar oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjanjian, Barang tidak
mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja,

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampal dengan 24 (dua puluh empat)
bulan setelah serah terima Barang atau |angka waktu lain yang ditetapkan
dalam 5P ini.

¢ Pejabat  Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti  Perjanjian  akan
menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban
untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut,

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya
perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan
perbaikan tersebutl. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan
alau penggantlan tersebut sesual dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya
tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%
[seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
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¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan
proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (30) hari
kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapl pesanan barang selambat-lambatnya (30) hari
kerja; i
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam
transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang
dapat diterima; danfatau
3. menjual barang melalul proses e-Purchasing dengan harga yang lebih
mahal dari harga Barang/lasa yang dijual selain melalui e-Purchasing
pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama.
b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikenakan sanksi administratil berupa:
1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing;
atau
b. penurunan pencantuman dari  Katalog Elektronik [e-
Catalogue).
¢. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesal atau terjadi
Keadaan Kahar,
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
melakukan pemutusan SP apabila:
a. kebutuhan barangfjasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya SP;
b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak
masa  berakhimya  pelaksanaan  pekerjaan  untuk
menyelesaikan pekerjaan;
c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan  pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
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berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/lasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan:

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang: dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar cleh instansi yang berwenang,

2. Pemutusan 5P sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya (30} hari  kerja  setelah  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perfanjian menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada
Penyedia.

€. Pemutusan 5P oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal
sebagai berikut:

a, akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesual ketentuan 5P atau adendum
SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjanjian
gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
atau

€. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktli Perjanjian
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP
atau Adendum 5P.

2. Pemutusan 5P sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan 5P secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
sebagaimana ditetapkan dalam 5P ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda
keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau darl sebaglan
total harga sebagaimana tercantum dalam 5P ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak
dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat
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Demikian 5P ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Jambi Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(K50)
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Buktl Perjanjian . PT Neurned Teknologi Indonesia

_;__:#-:a

Dr. dt, Herlambang, 5p.0G, KPM Evlin Taria

Direktur Direktur



Demikian 5P ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Jambi Untuk dan atas nama Fm;"l;ﬂlif“!mﬂfiln

(K50)
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian . PT Neumed Teknologi Indonesia
Z . N ved
T e 3
Dr. dr. Herlambang, 5p.0G, KPM Eviin Taria

Direktur Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

L X DINAS KESEMATAN
? RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER
|

J Let Jend Speptapto Mo 31 Tesraputs = Javd 36122
Tz (JTav) EARD AtdRg AN A0NMARge (DTAY) 82004

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT
SURAT PESANAN (5P) PENANDATANGANPENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :

NOMOR DAN TANGGAL SP :
NOMOR: 03/PPK.DAK/SP/RSUDVALKES/
HL2025 TANGGAL SP : 21 MARET 2025

Y ang bertanda tangan di bawah mi :
Dr. dr. Herlambang, Sp.0OG, KPM

Dhrektur RSUD Raden Mattaher
JI. Letjend Soeprapto No. 3| Telanaipura-Jambi& - Kota Jambi - Jambi

selanjutnya disebut sehagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Bunsari
Direktur PT.Abadi Makmur Bersama

PESONA DEPOK ESTATE BLOCK AH NO 5-6 KELMEKARIAYA
KEC.SUKMAJAYA KOTA DEPOK -JAWA BARAT

selanjutnya disebut sebegai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang
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Daftar Froduk PAKET FKS-P2503-1 1640014

Mata ) Teag |
Nama Produk  Kuantitas Harga Satuan  HargaKirim  Pengiriman  Total Harga
— Produk
4815000141-FKS- '
002R47783 i on | Rp 30 September Rp i
DIAPATH Giotts S00.000.000,00 15.000.000,00 2025 515.000.000,00
Automatic Stelaer
and Accessories

TERBILANG : Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :
1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
L. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesual
dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini,
2. Penyedia memiliki kewajiban:
a. tidsk membuat dan/atau  menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog
Elektronik;
b. tidak menjual barang melalul e-Purchasing lebih mahal darl harsa
barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan,
Jumiah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
€. mengirimkan barang sesual spesifikasi dalam SP ini setambat-lambatnya
pada 24 September 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;
e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian melalul Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian; dan/atau

Parafl Para Pihak
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3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada 5P ini. ¥
i. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada),
g membenkan garans full 2 (dua) @hun
h. memberikan layanan pumajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.
b. FMTPMTAWMHTMWNW
L FMMWTMMMMWH:
menerima barang dari Penyedia sesual dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;
¢ mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

L. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan Pengesahan Tanda Bukt)
Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan petatikan (apabila ada;

8. mendapatkan garansi full 2 (dua) tahun

f. Mendapatkan layanan purnajual sesual dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memilili kewajiban:

8. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercamtum di
dalam 5P ini; dan

b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

c. memastikan layanan tambahan telsh dilaksanakan oleh penyedia
seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada 24 September 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyvedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
J1. Letjend Soeprapto No. 3| Telanaipura-Jambi - Kota Jambi - Jambi
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4. Jangks waktu pelaksansan selama 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) hari kalender,
terhitung sejak : 21 Maret 2025 s/d 31 Oktober 2025 :

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

1.

b.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanfian melalui PPHP menerima
barang dan melskulan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam 5P ini.
Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesual dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.

Maka Pejebat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak
penenmaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia
atas cacat muty atau kerusaican barang tersebut.

Pejabat Penandatangan/Pengesaban Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis
untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda

Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
Penyedia bertanggunglawab atas cacat mulu ataw kerusakan barang dengan

memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja.

. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada

Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

Harga 5P telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman,
biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual,
Rinctan harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan

harga.

Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
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8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a, Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan,
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barangfjasa yang bersifat
standar dilakukan untuk pekeriaan seperti pengiriman barang (distribusi barang)
dari Penyedla kepada Kementerlan/Lembaga/Satuan Kerfa Perangkat
Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa
yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor),
pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

3. 5P hanya dapat diubah melalui adendum 5P.

b. Perubshan 5P dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bulkti Perfaniian,

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sabesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intefektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk
Apaapun,

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAK], termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia, '
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12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin  bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah
terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam 5P ini.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampatkan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

lika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanfian akan menghitune blays perbalkan yang diperiukan dan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjfanjian secara langsung atau melalul plhak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulls
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai
tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

E.

14, Sanksi
a.

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt! Perjanfian, dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagthan;

2. pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus dan

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (30] hari kerja setelah PPK
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (30) hari keria;
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
melalul e-Purchasing dan SP inl tanpa disertal alasan yang dapat diterima;
dan/atau
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3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari
harga Barang/lasa yang dijual selain melalul e-Purchasing pada periode
penjualan, jumiah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
4. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Kalalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat  Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sehagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai

sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing,

15, Penghentian dan Pemutusan 5P
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjfaan sudah selesai atau terjadi Keadaan

Kahar,

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemhmn?lpnbﬂu

kebutuhan barangfjasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya
5P,

berdasarkan penelitian Pejabst  Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan
S0 (lima puluh) har kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 {lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia Barang/lasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
Penyedia falai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan
dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang, dan/atau

pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran  persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang,

2. Pemutusan 5P sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatrya (30) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Penyedia.
¢. Pemutusan 5P oleh Penyedia
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1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai
berikit:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sesual ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal
mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisthan; atay

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum
5P,

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatrya (30] kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana
pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangks wakiu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
schesar  [/1000 (satu perseribu) dari total harga atsu dari scbagian total harga
sehagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan,

17. Keadaan Kahar

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi
tidak dapat dipenuhi.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
secara tertulls dalam wakiu selambat-fambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak
terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar
tidak dikenakan sanksi.

Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan 5P,

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang
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timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya sclama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan, Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun
tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku 5P

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditendatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan (21 Maret 2025 s/d 31 Oktober 2025)

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Usstalk dei ies Provinsi Jambi Untukdmalmnm;a;sl:j:?ﬂﬂmnm
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda PT Abadi Makmur Bersama
___Bukti Perjanjian =R
P
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timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dopat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeni
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19, Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun
tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran vang mendasar terhadap SP inl.

20. Masa Berlaky 5P

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksansan pekerjaan (21 Maret 2025 /d 31 Oktober 2015)

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermatermi dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Uik i s Provinsi Jambi Unmuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan

(KSO)
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda :
Bukti Perjanjian PT . Abadi Makmur Bersama
w BN
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Dr. dr. Herlambang, Sp.0G, KPM Dircktur
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